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TITANG - L :
121N USAA PTRCEVALLT BARANCG/PIRALATAN
DZTGAN KKEL&T TUEAY YTANG MAILA 34 ' *
BUPATI XEPATA n'LL'TJLH TIICWT II PA.CITMT _
bahwa usa.ha. persewaan barang/peralatan, baik yang dilakukan oleh

pororansan maupun perkumpulan atau badan ussha di Kabupaten.Daerzh -
Tingat II Pa.dita.n ,ju.miahmra..cul"up banyak ; -

bahwa dala.m rangka penerti'ban dan perbinazn usaha dimaksud Pha- 11‘-11-‘{1-:- N
a koansideran Menim'bang ini, dipa.nda.ng perlu menetaplan ketentﬁa.n -
ketentuanmya dalam suatu Pera.tura.n Daerzh »

Undang-undang Tomot 5 tahun 1974 tenta.ng Pokolx -pokok Pemerintaha.n _
dl Daerah ;

Undang-undang Fomor 12 tzhun I950 tentang Pembentukan Daerah= =
daerah Kabupaten Dalam Linglamgan Propinsl Jawa Tiour j-

DUndang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 téntang Peraturan Umu.tﬁ
Retribusi Daerzh 3

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengirusan, Per—
tangrung jawaban dan Pen{;awa.san: Xeuangan Daerah j

Peraturan Pemerintah Hdmor 45 tzhun 1992 tentang Penyeiéngg,araa.n
Qtononi Da.era.h dengen Titik Berat Pada Daerah Tingcat II 3

Peraturan henteri Dalam Regerd Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk
Peraturan Da.erah 3 :

Instruksi Menteri Dalam I’egeri ITomor 1 1 tahun I974 tentang Penerti'b

_an Punguta.n Daersh 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerzh Tingat II Pacitan Fomor 7 tahun
1988 tentang Penyidlk Posmwai Iregeri Sipil di Lingamngan Pemerintah ‘
Kabupaten Da.erah Tinﬁa.t II Pa.cita.no

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Da.eratha'bupa.ten Da.erah Tingl:at II Pacitan

i
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: 8 PERATURAN DAERAH KABUPATZN DAERAh 'I‘iI'.GKA'I‘ ii PAGiTAN 'I'EN'I‘ANG IZIN

- USARA PERSIHAAN BARAHG/PERALATAH. S

B AB I.
KEIEN’IUAH UMUM
Paaal 1

| Dalam Peraturan Daerah :I.ni yang dima.ksud dengan 3

| 8 Daerah Tingkat II, ‘adalah Kabupaten Daerah Tingkat :I.I Paoitan ;
- ba

Pemerintah Daerah, adalah Pemerinta.h Kabupaten Daerah 'I'J.rgkat II

. Pagitan H

~Ce
. d.

£

Kopala Daarah, adalah Bupati.Kepala Daerah 'I;iqgkat I1 Paoit;n .;
DPBD, adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten .~ - Daerah
Tingkat II Pacitan § S S .
Izln Usaha Persewaan, adalah Izin usaha Persewaan ba.rhng/ peralat
an yang dila.kuka.n oleh seseorang, perk\mpulan atau u‘éada.ha odl
Daerah Tingkat II §

-

Barang / Peralatan, adaléh barang—barang' yang berupa pengeras -~ -

’ suara / Setu:ul system, meja kursi, piring gelas, taror/tenda, rem
"'bangklt tenaga 113trik, ohain oaw ( gorgaji rantei ), gamelan,

wayang kullt, pakalan / busana dan barang—barang lain yang di

: sewakan 3

e

i.

(1)

(2)

Pengusaha, adala.h seseorang, perkumpulan atau badan usaha Jrar.g.
mel akukan uaahs persewaan ba;-ang/peralatan dl Daerah Tj.ngkat II;
Pemegang izln, adalah pengusaha yang memiliki izln useha persewg |
an berang/peralatan dari Kepala Daarah atau pejabat yang © di-
a n;] uk ; : .
Kartu Bukti Pengusaha, adala.h kartu identltas dirl sabsgal pe- -
ngusa.ha. ' . '
B A: B II

KETENTUAN PZRIZiNAN
Pasal 2

.:etiap Pengusaha persewaan barang / peraxlatan harus memiliki izlxi

usaha persewaan dari kfepala Daerah

Selaln memiliki izin usaha persew:w.n, setiap pengusa.ha sebagaimana
dimaksud pada eyat (1) pasal inl dapat memiliki Kartu Bukti Pengu-
saha dari Kepala Daarah’ 5. ' ' ,‘ _
(3)Untuk merdapa tkan izin?persewaan dan kartu bukti penguseha di- .
5 maksud pada eyat (1) dan (2) pasal ini yarg bersangkutan mengaju -

o kan permohonan kepada Kepala Daerah 3 _
(4) Izin Usaha persewaan dan Kartu bukti pengusaha dimaksud pada ' ayat

(1) pasel inl diberikan setelah membaya‘t‘ retribusi dan  memenuhl’ -
ayarat-syarat yang dltetaykan aleh Kepala Daerah, '
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Pasal @ 3

(1) Izin usaha persevasn barang / Peralatan dimaksud dalan pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, berielu untuk jangka waktu 3 (tigz) tahun dan dapat dlperpanjang ° se-
tiap 3 (tisa) tahun sekali 3 a

(2) xartu Bulrti Pengusaha dimaksud dalam pasal 2. aya.t (1) Peraturan Daersh ini ber-
laku untuk jangka waktu 3 (tiga.) tahun dan dapa.t diperbaharui setiap 3 (tigz )
tahun . sekali § '

(3) Perpa.nja.ngan izin uszha persewa.a.n_ harang / peralatan dan pembahaiuan Kartu 3Bukti
Penpgisaba, pemegang izin dan Kartu Bukti Pengusaha dilakukan dengan  mengijulken
Pernchonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal | 4 °

. L .
Bantuk dah isi Surat Izin Usaha serta Xartu Buktl Pen.guséha. dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) Peraturan Daerah ini ditotapkan oleh Kepala Daerah

1

Pa.sa.l 5

Izin Usaha perzewaan ba.an/pera.la.tan dan Kartu Bukti Pengusaha dimakzud dalan
Pasal 2 syat (1) Pera.turan Daerah ini, dicabut a.pa.bila. melanggar ketentuan~ketantuan
dalam perizina.n. '

BA4B III '@
KRTETUAY RETRISUST
Pa.sa.l 6 !.

(1) 4ta5 @iperolehnya izin usaha persewaan barang/peralatan dan Kartu Bulktl Pangussha

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, képada pemegang
izin dikenakan retribuai seba.gai berikut s

a.. Persewaan Pengera.s Sua.ra/Soud System, setia.p Unit, sebesa.r Rpe 10.000,00 = =~
(sepuluh ribu rupiah)
be Persewaan licja Xursi s
1) Sampal dengan 300 buah, sebesar Rp. 5.000,00 (lima. ribu rupiah) 3
2) Diatas 300 S/.'D 600 buah, sebesar Rpe Te500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiech)
© 3) Diatas 600 buah, sebesar Rps 104000;00 (sepuluh ribu rupiah) j

Ce Péfseﬁaa.n Piring Gelas 3 o
1) Sa.mpa.l dengen 300 stel , sebesar Rps 5+000,00 (1lita ribu rupiah)
2) Diatas 300 s/@ 600 stel, sebesar Rpe 7+500,00 (tujuh ribu lima Fatus mipiah)
3) Diatas 600 Stel, sebesar Rps 10.000,00 ( sepulu.h ribu rupiah ) 3

de Persewcan 'I‘erop atau Tenday setia.p unit sebesar Bp. 15.000 00 ( lima belas ribu
Rupiah ) 3

es Persevaan Pembangkit Tenagn Listrik s

1) Sampai dengan 5 PK, mbecar Rpe 5.000,00 (lima. ribu rupich) §.
2) Diatas 5 K s/a 10 PX, sebesar 104000,00 (sepulu.h ritv rupiah) j



3) Dia.tas 10 PK, sobesar Rp. 15.000 00 (llma 'belas ribu ruciah) ;
fo Chain Sow, setiap unit sebesar Rpe 2o.ooo 00 ( dua puluh riby rupiah) 3
Se Gamelan, setiap perangia.t sebesar Rpe .500 00 ( tujuh riby lima ratus rupiah)
he Wayang Kulit, setlap perane,‘::a.‘t gebegar Rp. .500,00 (tujuh ridbu lima ra‘tus -
rupiah ) ; ' ' : !

ie Persewaan Pa.l«.a.:l.an/Busana, se‘besar Rpe 15.000 00 ( lima belas ri‘bu rupia.h) 3
J» Persevaan Iain-lain selain hurui‘ a .:/d i a;fat inl s '
1) Dengan mema}ai megin i _ -
ja, Sampai dengan 5 PK, sebesar Rp. 5.ooo 00 (lima ribu rupiah)
‘be Diatas 5 IK 5/d 10 PK, sebesar Rpe 104000400 (sepuluh ribu rupiah) ;
Ce Diatas 10 IK, sebesar Rpe 154000,00 (lima belas ribu rupiah) j

2) Tidak memakai mesin, ‘sebesar Eps 5.ooo 00 (lima ribu Tupish) ;

(2) Atas diperolehnya Kartu Bm:ti Pen cuscha .,e'baga.ima.na dimaksud dalan pa.sal 2 a;,ra.t
(1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Rpe 5ooo 00 (lima ‘riby -
rupiah ) . SR :'?

 Pasal 7

Hasll Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini;"seluruhnya
- merupakan pendapatan Daerch dan ha.rus diﬁetor Le Kas Pemerintah Daerah sesuai Pe =
' raturﬁn yang ‘berla.]m ’ :

B‘ % IV" I o
rmmmwnmmnmmmmmm' L Y
. Pasal 8 '

(1) Tindak pidana terhadap Leten‘tuan pas al 2 ayat (1) Peraturan Daerah :Lni, dianeam
den.gan pidana lmrun{;an selama-lamanya 3 (tiga.) 'bulan atau denda se‘ba.n;fak-'barwa.k-
nya se‘besar Rp. 50,000,00 (lima pOluh ribu rupiah) $ .

(2) Tindak pidana dima.ksud pada ayat: (1) pasal ini bersifat palan"garan .

‘Pasal 9"

(1) Selain oleh Pejabat penyidik Umum, penyidik % ter.hadap tindak pidana. dimaksud dalam
pasal 8 Pemturan Daersh ini, dapat dilaln&.:an oleh Penyidik Pega.mi Fegeri Sipil
di. Ling&umgn Pemermtah Daerah :fa.ng pengm{j;atannya dilakukan sesual dengm ke-
tentuan ;,rang ‘berlaku. : . . o
(2).I)alam melaksanakan tuga.s pelvidikan, pe,]a'bat pervidik Pecawai Iref'eri o Sipil
(PEXS) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , berwenang : ' :
' 'a. Menerima’ la.por'*n atau peng,adua.n dari seseora.ng tentang adanya tindak pidana. H
'b. melakukan tindakan pertama pa.da saat ltu dltempa.t Le,]adia.n dan melatnulian
pemerﬂ: an . ' _
 Ce henyuruh 'berhenti seﬁeora.ng tersan.gjca. dan mem‘bonka.n tanda pengena.l da.ri texr
' sangsa ; | | L |
de Helakukan penyitaan benda atau surat ; -
Qe hengam‘bil sidik jari dan memotret seseorang j |
Te memangg:.l orang wtul diden@.r dan diperiksa sebagai tersang;a atau saksi }

+



3 o & mandatangkan orang ahll yang diperlukan dalan bubungamya dengan_

panarikaaan perkara }

h.’ aenghentikan pexvidik..\n setel: h, mandapsit petunjuk dari  peyyidik

bahwa tidak ada cukup bukti ataq.x periatiwa taraebut 'bukan Ro-

-+ rupakan tindak pidana dan selanjutnya melalul panyidlk umun mé_lg
' beritahukan hal tersebut. kepada: _Pemh_tut Umm, tersangka - atau
keluarganya ' : .' |

i. 'nangadakan tindakan lain manurut hukum yang dapat dipertanggung -
Jawa‘bkan. ' _
BAB., V¥
KET“H‘IUAN P"NU"UP
Paaal 10

. Hal- hal yang belua: cukup dlatur dalan Peraturan Da¢rah ini aepanjang- '
‘mergenal pelakaanaamva dia'a.zr le'bih lanjut oleh Kepala Daerah .

f

) Paaal 1"
Peraturan Daerah ini malai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar aetiap orang menge tahuinya, namerintahkan pengundangan Peratup '_
an Daerah dni dengan penampatannya dalan Lembaran Daerah  Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan. ’

Pacitan, - 9 Pebruari 1993

DEAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH " . BUPATI KZPALA DAERAH TINCKAT II
KABUPATEN DAERAH TINCKAT II PACITAN ' ;| . - PACITAN |
KETUA, - | '
cap . ttd - CGap ttd

sunxm:o IUSUF‘ SOEDJITO

—_—

. Diaahkan dengan Kepzmaan Gu'bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timir tanggal 30 Maret 1993 Homor 213/P tahun 1993. | :

_ An. GUBERII[JR KRPALA DAERAH TINCKAT I
. . JAWA  TIIUR

: | B : Asiatan I Sekretaris. Hnayah/parah
C , - ' o . ( Bidang Pemerintahan )

cap . ttd
Dra * MOH. SAFII'AS'ART

- Pembing Utama. Madya
. KIP. 010052819
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Piundangkan dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Dagrah Tingkat II Pacitan
Yomor 1 Sari B Nm’1993 Tanizal "16 ~ 8- 1993

AN. BUPATI KEPLA DAERAH TINGKAT II
. PACITAN
Sekretu'ir Wilayah/Daarah

) . S '_.: . . . : P

Drs. SUPARDIIMIN

S PEMBIDNA
NIP, 010 049 524

L}
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Usaha Porsewasn B»rarkg/&’erh.lat;.n di K&blﬂ_)c—ten Daerch Tln(_;x{a.t II Peeiton

yang diseloncc‘.ru;;n baik oleh perorangan mmupun porkurpulen atau boden usahh -

- spsuai dengen pcn,_,amtm junlzhnys euap 'bh.nyuk Aenya kepicton uscha
dlmkaud sebzpal d_npc.k. positif deri pe*hem‘bc.ncan kebutuhen msrrzkat yens
senzkin meninckat, uc'b"gc.i upaya dari pemermta.h Daerda dala.m rangh menerti‘b -
‘kcn den mengedaken pemoim.m, momc.ndun,g perlu menetaphc.n Percturan Deerah. yeng
men‘g‘.tur usahc. terse'but. _

Discrping itu Uszha Perscwa&n Bc.ran‘g/Peralatm juc;a. dapaet = - sebagai
potene;l cumbor pendepatin 'baru 'bq_:i Dezerch yeng perlu digalias Hal ini dileku =
~n sebarai upoya Pemerintch Dr..erc.h dalan rc.n‘gka. mcr:n.ntg.phun Penyelengga:‘am
-otonoml D_erah yang nyata dan bertansruns j;vwa.'b sebogaining peneoa.sa.n pesal ‘11
ayat (1) Unda.nc-u.adang Yomor 5 tahun 1974 don Peraturen Perm-mt;h Honor 45
tzhun 1992 tentzng Penyelenss Lrazzn Otonomi Da.erc.h dengen Titik Dere t poda’

. Deerah Tingkat IT. : g

II. PIUTSLASN PASAL DTT DAS:

Paszl 1825 _ ¢ Cukup J'elas
Pasel § ayet(1) huruf a dan b ¢ Junleh ee'bc.cgimgna. tersebut ualum eyet ini,
‘ o : merapckcn_pemilnkan dan bersifat satu kesatuon
huruf o s/ j ukup jeles ' '
_ .a.yat (2) . s Culup Jeles
Posal 7 s/2a 11 - B I(ml:up jelag




